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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa problem-problem penyelesaian 
sertifikat tanah yang belum bersertifikat dan pertimbangan hakim dalam 
mengambil putusan terhadap sengketa jual beli tanah yang belum bersertifikat. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data 
kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan 
dengan penyelesaian sengketa jual beli tanah yang belum bersertifikat. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa problem-problem penyelesaian sertifikat tanah 
yang belum bersertifikat adalah: 1) sejak terjadinya transaksi jual beli penguasaan 
phisik telah dikuasai oleh penggugat, 2) penggugat saat ini sangat membutuhkan 
kepemilikan yuridis dan 3) Para Tergugat keberatan. Pertimbangan hakim dalam 
mengambil putusan terhadap sengketa jual beli tanah yang belum bersertifikat 
adalah: 1) Para tergugat telah dipanggil dengan sah, 2) Putusannya tertanggal 6 
Maret 1971 Nomor: 209 K/Sip/1971 telah memutuskan bahwa suatu perubahan 
tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, 3) Pengadilan 
Negeri mengambil suatu sikap tersendiri, dan 4) Pemilik lama sudah meninggal 
dunia sementara ahli warisnya sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan 
pasti. 
 
Kata kunci:perkara, jual beli, tanah. 
  
ABSTRACT 
This study aims to analyze the problems of the settlement of land certificates 
certified and consideration of the judge in taking the decision to purchase land 
disputes that have not been certified. This study uses normative legal approach. 
Data collection techniques in this research is the study of literature. Data analysis 
techniques in this study using qualitative data analysis. Methods of qualitative 
data analysis is done by analyzing the court decision relating to dispute settlement 
land sales that have not been certified. The results showed that the problems of 
the settlement of land certificates certified are: 1) the occurrence of buying and 
selling physical mastery has been dominated by the plaintiff, 2) the claimant is 
now in dire need of juridical ownership and 3) The Defendants objected. 
Consideration of judges in taking the decision to purchase land disputes that have 
not been certified are: 1) The defendant has been summoned by a legitimate, 2) 
Decision dated March 6, 1971 Number: 209 K / Sip / 1971 has been decided that 
a change is not contrary to the demands of a principles of civil law, 3) the District 
Court took a stance of its own, and 4) the old owner has died while heirs had not 
known where he lived with certainty. 
 




Tanah mempunyai peranan yang penting dan strategis bagi kehidupan 
manusia. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka sudah 
sewajarnya peraturan mengenai pertanahan diatur sedemikian rupa, sehingga 
dapat meminimalkan timbulnya permasalahan di bidang pertanahan. Salah satu 
hal penting untuk mewujudkan tertib di bidang pertanahan tersebut adalah adanya 
kepastian hukum di bidang pertanahan, khususnya terhadap kepemilikan hak atas 
tanah oleh individu atau perorangan. 
Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang 
No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah 
mengatur keharusan pemilik tanah untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah 
miliknya. Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum 
terhadap status tanah yang bersangkutan. Peraturan lebih lanjut yang mengatur 
masalah pendaftaran tanah terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilakukan diharapkan dapat 
berhasil dengan baik guna kesejahteraan masyarakat, khususnya menjamin 
kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Dokumen tanah persil berupa girik, 
letter C, petok, dan lain-lain cukup kuat dijadikan permohonan hak atas tanah atau 
sertifikat karena pada dasarnya hukum tanah di Indonesia bersumber pada hukum 
tanah adat yang tidak tertulis. Hal ini dapat dilihat pada Pasal (5) UUPA yang 
berbunyi: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia 
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serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini 
dengan peraturan 4 perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan 
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.  
Pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan dengan penerbitan sertifikat 
tanah menjadi sangat penting, setidak-tidaknya karena:
1
 
Pertama, sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan 
tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat. Penerbitan sertifikat 
dapat mencegah sengketa tanah. Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan 
tenang dan tentram, karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang 
dilakukan oleh siapapun. 
Kedua, dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah, pemilik tanah dapat 
melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan 
undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu sertifikat hak atas 
tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan, menjadi jaminan utang 
atau sebagainya. 
Ketiga, pemberian sertifikat hak atas tanah dimaksudkan untuk mencegah 
kepemilikan tanah dengan luas berlebihan yang ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan. 
Namun pada prakteknya masih banyak masyarakat yang belum 
mendaftarkan kepemilikan tanahnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
atau disebut tanah persil. Pada dasarnya persil adalah suatu letak tanah dalam 
                                                 
1
 Adrian Sutedi, 2006,  Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak 
Atas Tanah, Jakarta: Bina Cipta, hal. 1. 
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pembagiannya atau disebut juga blok yang berisi luas dan kelas tanah serta nomor 
persil, mengenai nama pemilik, dan mengenai jumlah pajak.
2
 
Langkah pembeli untuk mengajukan gugatan ke pengadilan merupakan 
langkah yang tepat karena untuk mempertahankan hak dan kewajibannya, orang 
harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Apabila 
pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara 
damai, maka pihak yang merasa dirugikan dapat membawa ke pengadilan untuk 
penyelesaian sengketanya. Cara penyelesaian melalui hakim ini diatur dalam 
hukum acara perdata. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan bertujuan 
untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, 
mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus 
mematuhi peraturan hukum perdata, supaya peraturan hukum perdata berjalan 
sebagaimana mestinya.
3
 Selanjutnya bagaimana pertimbangan hakim dalam 
sidang pembuktian dan menetapkan putusan atas perkara jual beli tanah yang 
belum bersertifikat?  
Pada penelitian ini, permasalahan yang diteliti adalah: (1) Bagaimanakah 
problem-problem penyelesaian sertifikat tanah yang belum bersertifikat? dan (2) 
Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap sengketa 
jual beli tanah yang belum bersertifikat? Adapun tujuan Penelitian ini mempunyai 
tujuan sebagai berikut: (1) Untuk menganalisa problem-problem penyelesaian 
sertifikat tanah yang belum bersertifikat dan (2) Untuk menganalisa pertimbangan 
                                                 
2
 R. Soeprapto, 1986, Undang-undang Pokok Agraria dalam Praktek, Jakarta: Mitra Sari, 
hal.11. 
3
 Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, hal.  15. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu hukum 
dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 
lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Penelitian hukum normatif 
mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai norma kaidah, peraturan, 
undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Problem-problem Penyelesaian Sertifikat Tanah Yang Belum Bersertifikat  
Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh 
hakim.  Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka 
hakim harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan 
dijatuhkan.  Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap 
jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan 
kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. 
Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas 
fakta yang terungkap dipersidangan.  Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat.  Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa 
peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak 
                                                 
4
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal.12. 
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Pada kasus ini problem-problem penyelesaian sertifikat tanah yang belum 
bersertifikat adalah: 
Pertama, sejak terjadinya transaksi jual beli penguasaan phisik telah 
dikuasai oleh penggugat, bahkan sertifikat tanah hak milik atas tanah obyek 
sengketa sudah dalam penguasaan Penggugat, namun secara yuridis kepemilikan 
atas obyek sengketa tanah masih atas nama penjual. 
Kedua, penggugat saat ini sangat membutuhkan kepemilikan yuridis 
sementara pada saat perjanjian jual beli belum diikuti penanda tangan akta jual 
beli dengan penjual. 
Ketiga, para Tergugat keberatan, oleh karenanya apabila para Tergugat 
keberatan menanda tangani akta jual beli secara suka rela dengan Penggugat maka 
atas dasar putusan Pengadilan ini (perkara ini) sebagai dasar peralihan hak ke atas 
nama Penggugat. 
Pendaftaran hak atas tanah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan 
oleh si pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, pada kenyataannya masih 
banyak masyarakat yang belum mendaftarkan kepemilikan tanahnya ke Kantor 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau disebut tanah persil. Pada dasarnya persil 
adalah suatu letak tanah dalam pembagiannya atau disebut juga blok yang berisi 




                                                 
5
 R. Soeparmono, 2005,  Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung: Mandar 
Maju, hal. 146. 
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Pensertifikatan tanah-tanah yang berstatus letter dalam istilah pertanahan 
disebut dengan pengakuan hak, dimana hak-hak yang dimiliki seseorang yang 
berasal secara turun temurun diakui oleh negara untuk kemudian dikeluarkan 
sertifikat tanah hak milik. Serifikat hak milik inilah yang mempunyai kekuatan 
hukum sebagai bukti kepemilikan tanah pasca dikeluarkannya Undang-Undang 
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
 
Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Putusan Terhadap Sengketa Jual 
Beli Tanah Yang Belum Bersertifikat  
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu 
juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 
pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila 
pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang 
berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan 
Tinggi/Mahkamah Agung. 
Pertama, para tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 4 
(empat) kali berturut-turut baik melalui panggilan ke alamat tempat tinggal Para 
Tergugat yang semula maupun melalui panggilan umum, tetapi ternyata semuanya 
tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah 
untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak 
datangnya tergugat-tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, 
sedangkan Turut Tergugat telah datang menghadap kuasanya. 
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Kedua, putusannya tertanggal 6 Maret 1971 Nomor: 209 K/Sip/1971 telah 
memutuskan bahwa suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas 
hukum perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil 
walaupun tidak ada tuntutan subsidair untuk peradilan yang adil. 
Ketiga, Pengadilan Negeri mengambil suatu sikap tersendiri sesuai dengan 
penjelasan pasal 14 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah dirubah 
dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999, kemudian dirubah dan ditambah 
dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 serta terakhir dirubah dan ditambah 
dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
dimana dikatakan bahwa Hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk 
memutus berdasarkan hukum dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha 
Esa terlebih dahulu harus dicari dalam praktek hukum yang telah terjadi 
berkenaan dengan hal tersebut. 
Keempat, pemilik lama sudah meninggal dunia sementara ahli warisnya 
sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, maka Penggugat terpaksa 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta supaya dapat membalik 
nama sertipikat tanah obyek sengketa tersebut menjadi atas nama Penggugat. 
Hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara akan melihat dan 
memperhatikan posita (duduk perkara) dan harus sesuai dengan prosedur yang 
telah ada antara lain menghadirkan para saksi dalam persidangan serta 
menunjukkan bukti-bukti yang ada sebagai bahan pertimbangan suatu pengajuan 
gugatan atas hak milik dari proses jual beli tanah tersebut. 
Hak-hak penguasaan atas tanah di dalam UUPA telah diatur dan sekaligus 
ditetapkan di antaranya adalah hak-hak perorangan/individual. Hak 
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perseorangan/individu adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang 
haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) 
untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat 
dari bidang tanah tertentu. Hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas 




Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti 
pemilikan. Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi 
pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta 
luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya. 
Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada 
orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain 
serta menghindari sengketa dengan pihak lain.
8
 
Peralihan hak atas tanah hanya dapat dimiliki melalui 2 (dua) hal yaitu 
perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak atas tanah karena perbuatan 
hukum adalah peralihan hak atas tanah yang terjadi karena perbuatan hukum yang 
dilakukan para pihak. Perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak atas 
tanah tersebut antara lain jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam 
perusahaan, dan pembagian hak bersama. Peralihan hak atas tanah karena 
peristiwa hukum yaitu peralihan hak yang terjadi karena meninggalnya seseorang. 
                                                 
7
 Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Jakarta: Prenada Media, 
hal. 82. 
8
 Adrian Sutedi, Op.Cit., hal. 23. 
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Akibat dari meninggalnya seseorang, maka hak atas tanah yang dimilikinya secara 
hukum akan beralih kepada ahli warisnya.
9
 
Praktik jual beli tanah yang telah bersertifikat, maka sertifikat hak milik 
atas tanah tersebut disertakan dalam pendaftaran jual beli tanah itu. Namun tidak 
demikian jika obyek jual belinya berupa tanah yang belum bersertifikat (tanah 
persil) sehingga belum terdapat sertifikat hak milik atas tanah itu. Aturan jual beli 
untuk tanah yang belum bersertifikat adalah didahului dengan pendaftaran atau 
penegasan hak (konversi) terhadap tanah tersebut hingga terbitnya suatu sertifikat 
hak milik atas tanah, lalu dapat dilakukan proses jual beli atas tanah dan 
pembuatan akta jual beli yang dilakukan dihadapan dan oleh Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT). Selanjutnya oleh Kantor Pertanahan, diterbitkan sertifikat 




Akibat Hukum dari Putusan No.61/Pdt.G/2013Pn.Ska terhadap Pendaftaran 
Hak Atas Tanah 
Putusan hakim No.61/Pdt.G/2013Pn.Ska memutuskan dan mengadili 
bahwa: Pertama, menyatakan menurut hukum pembelian sebidang tanah obyek 
sengketa oleh Penggugat dengan surat perjanjian tertanggal 29 Maret 1971 adalah 
sah. Kedua, menyatakan putusan perkara ini dapat dipakai sebagai dasar proses 
balik nama ke atas nama Penggugat. Ketiga, menghukum dan memerintahkan 
para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara 
ini. Keempat, menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul 
                                                 
9
Effendi Perangin, 2004, Hukum Agraria di Indonesia , Suatu Telaah dari Sudut Pandang 
Praktisi Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal. 2. 
10
I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya,  I Wayan Wiryawan dan I Ketut Westra. 2012, 
Pelaksanaan Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertifikat, Program Kekhususan IV : Hukum Bisnis 
Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 2. 
11 
 
dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar  
Rp. 3.121.000,00 (Tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah). 
Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 
untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan 
peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban, yang mengikatkan mereka untuk 
ditaati dan dijalankan, kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, 
menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada 
akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.
11
 
Menurut undang-undang, sejalan saat ditutupnya perjanjian risiko 
mengenai barangnya sudah beralih kepada si pembeli, artinya jika barang itu 
rusak hingga tidak dapat diserahkan kepada pembeli, maka orang ini harus tetap 
membayar harganya. Sampai pada waktu penyerahannya itu si penjual harus 
merawatnya dengan baik. Jika si penjual melalaikan kewajibannya, misalnya pada 
waktu yang telah ditentukan belum menyerahkan barangnya, maka mulai saat itu 
ia memikul risiko terhadap barang itu dan dapat dituntut untuk memberikan 
pembayaran kerugian atau pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian
.12 
Sebaliknya jika si pembeli tidak membayar harga barang pada waktu yang 
ditentukan si penjual dapat menuntut pembayaran itu yang jika ada alasan dapat 
disertai dengan tuntutan kerugian ataupun ia dapat menuntut pembatalan 
perjanjian dengan pemberian kerugian juga barang yang belum dibayar itu dapat 
diminta kembali. Jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
                                                 
11
Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 
hal. 96. 
12




Perdata (BW) ini bersifat obligatoir, yanq artinya bahwa perjanjian jual be1i baru 
meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak penjual dan 
pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak 
milik atas barang yang dijualnya sekaligus memberikan kepadanya hak untuk 
mendapat pembayaran harga yang telah disetujui dan disisi lain meletakkan 
kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sesuai imbalan haknya 
untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Atau dengan 







Berdasarkan hasil penelitian tentang proses penyelesaian perkara jual beli 
tanah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
Hak-hak penguasaan atas tanah di dalam UUPA telah diatur dan sekaligus 
ditetapkan diantaranya adalah hak-hak perorangan/individual. Hak perseorangan/ 
individu adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya 
(perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk 
memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari 
bidang tanah tertentu. Hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah, 
wakaf tanah hak milik, hak tanggungan dan hak milik atas satuan rumah susun.  
Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang 
dimiliki oleh orang atau badan hukum, maka negara berkewajiban memberikan 
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jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga setiap orang 
atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya. 
Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut, 
Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah. Produk akhir 
pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah 
memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat, tidak mutlak. 
Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik 
hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). 
Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti 
pemilikan. Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi 
pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta 
luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya. 
Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada 
orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain 
serta menghindari sengketa dengan pihak lain. 
 
Saran 
Pertama, kepada pemerintah, harus mengambil keputusan bahwa satu-
satunya lembaga yang mengurus administrasi pertanahan hanyalah Badan 
Pertanahan Nasional dan lembaga lainnya hanya mengikuti petunjuk atau aturan-
aturan yang dikeluarkan oleh BPN. Peta pendaftaran tanah yang merupakan basis 
data pendaftaran tanah yang dimiliki BPN sebaiknya dimanfaatkan secara benar 
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sehingga tidak akan muncul lagi sebidang tanah yang memiliki sertifikat ganda. 
Apabila terjadi maka akan diketahui dari peta pendaftaran tanah yang dimiliki 
oleh BPN. Zaman yang modern ini seharusnya BPN juga sudah mengikuti 
perkembangan yang ada. Sistem komputerisasi BPN juga seharusnya sudah yang 
paling modern sehingga dapat menyimpan berbagai data yang dimiliki BPN. 
Kedua, kepada masyarakat sebagai calon pembeli dan penjual, jual beli 
tanah sebaiknya tidak dilakukan di bawah tangan sehingga lebih terjamin secara 
hukum. Karena masih banyak sertifikat tanah yang belum bersertifikat, maka 
dengan perjanjian dibawah tangan menjadikan alat bukti yang kuat ketika terjadi 
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